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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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Jakarta, 8 Mei 2024

Nomor :100.2.1.6/3310/0OTDA Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
Sifat : Penting di -

Lampiran : 1 Berkas Semarang

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah tentang
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2026

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
180.0/992 tanggal 29 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah dilakukan
pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum
ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan
dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
M Direktur Jenderal Otonomi Daerah
r. Akmal Malik, M.Si

2 Pembina Utama Madya (1V/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.




RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Judul dalam ranpergub
tersebut dilakukan perbaikan
teknik penulisan berdasarkan
Angka 3 dan Angka 4a
Lampiran II Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan
permasalahan yang memerlukan langkah-
langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh,
dalam rangka meningkatkan pendapatan
dan mengurangi beban pengeluaran serta
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

secara layak melalui pembangunan yang

Menimbang: a. bahwa

dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan
mengurangi beban pengeluaran
serta pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat secara layak melalui
pembangunan yang berkeadilan
dan bekelanjutan untuk
mewujudkan kehidupan yang

Konsiderans menimbang
ranpergub tersebut dilakukan
penyempurnaan berdasarkan
Angka 19 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

berkeadilan dan bekelanjutan untuk
mewujudkan kehidupan yang
bermartabat;

b. bahwa dalam rangka penanggulangan
kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dan
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 53
Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Tim koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/
Kota;, perlu disusun Rencana
Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah
Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun mendasarkan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah 2024 - 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Strategi
Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026;

bermartabat, perlu dilakukan

upaya penanggulangan
kemiskinan melalui langkah-
langkah penanganan dan

pendekatan yang  sistematik,
terpadu dan menyeluruh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2020 tentang Tata Kerja
dan Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia Tim

Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah melalui Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi berwenang
untuk menyusun dan
menetapkan Rencana
Penanggulangan Kemiskinan

Daerah yang terintegrasi dengan
dokumen perencanaan Daerah;

c. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur tentang

Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Tahun 2024-
2026;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2049 Nomor 12,

Dasar hukum  mengingat
ranpergub tersebut dilakukan

penyempurnaan peraturan
perundang-undangan
berdasarkan:

a. Pasal 7, Pasal 8 serta
Angka 28 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; dan

b. Angka 4la Lampiran II
Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2049 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Perubahan Kedua Atas Undang-

Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

10.

Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan
antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja
serta Pembinaan Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia Tim

Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

11.

12.

13.

14.

2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 tentang
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah

Pelaksanaan

(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 794);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023 Nomor 12);




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

15.

16.

17.

18.

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
138);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata
Kerja dan Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia Tim  koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana  Pembangunan  Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -
2026;

Keputusan Gubernur Nomor : 465/41
Tahun 2021, tanggal 18 Mei 2021
tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Jawa Tengah;

Keputusan Wakil Gubernur Nomor :
465/001281 Tahun 2021, tanggal 1
September 2021 tentang Kelompok




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Diktum menetapkan
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG | Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ranpergub tersebut dilakukan
RENCANA PENANGGULANGAN TENTANG RENCANA perbaikan redaksional
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA PENANGGULANGAN berdasarkan Angka 59
TENGAH TAHUN 2024-2026. KEMISKINAN DAERAH TAHUN Lampiran II Undang-Undang
2024-2026. Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB I BAB I
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan
program pemerintah dan pemerintah daerah yang
dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi
dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan :

1.
2.

w

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Perangkat Daerah adalah adalah wunsur
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
derajat kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan
pembangunan daerah di bidang penanggulangan
kemiskinan untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 yang
berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan
pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai
dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan

urusan pemerintahan yang
kewenangan Daerah.
Pembangunan Daerah adalah rangkaian
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Daerah.

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan
dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan.
Penanggulangan Kemiskinan adalah
kebijakan dan program pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana dan bersinergi dengan
seluruh  pemangku kepentingan untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat.

menjadi

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta
masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan
kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
yang selanjutnya disingkat RPKD adalah




NO
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10.

11.

rencana kebijakan pembangunan daerah di
bidang penanggulangan kemiskinan untuk
periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disebut dengan RPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan menengah
Daerah Tahun 2024 - 2026 yang berfungsi
sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam
penyusunan rencana kerja Pemerintah
Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah,
rencana kerja Perangkat Daerah serta
dokumen perencanaan pembangunan lainnya
pada periode tahun 2024 sampai dengan
tahun 2026 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD
adalah wadah koordinasi lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan untuk
penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 2
RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH
Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai
pedoman dalam upaya percepatan

Pasal 2 ranpergub tersebut
dilakukan perbaikan teknik
penulisan berdasarkan Angka
108 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang

Pembentukan




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

2024 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah
kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif
penganggarannya.

Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung
pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun
2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk
arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan
beserta indikatif penganggarannya.

Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 3
Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB 1I Kondisi Umum Jawa Tengah

BAB III Profil Kemiskinan Jawa Tengah

BAB IV Prioritas Program dan Anggaran Penanggulanga
BAB YV Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
BAB VI Sistem Monitoring dan Evaluasi

BAB VII Penutup

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
(1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. bab I pendahuluan;

b. bab II kondisi umum Daerah;

c. bab III profil Kemiskinan Daerah;

d. bab IV prioritas program dan
anggaran Penanggulangan
Kemiskinan;

e. babV lokasi prioritas
Penanggulangan Kemiskinan;

f. bab VI sistem monitoring dan
evaluasi; dan

g. bab VII penutup.

(2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat
(1) merupakan bagian dari RPD.

(3) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3 ranpergub tersebut

direkonstruksi berdasarkan:

a. Angka 87 dan Angka 108
Lampiran II = Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; dan

b. Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam  Negeri
Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan

dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan

Kabupaten/Kota.
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Pasal 4
RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya
percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan

Pasal 4
RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah
untuk menyusun rencana strategis dan rencana
kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan

Pasal 4 ranpergub tersebut
dilakukan perbaikan teknik
penulisan berdasarkan Angka
108 Lampiran II Undang-

bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah | Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para | Undang Nomor 12 Tahun 2011
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam upaya percepatan | pemangku kepentingan dan pemerintah | tentang Pembentukan
penanggulangan kemiskinan di daerah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya | Peraturan Perundang-
percepatan Penanggulangan Kemiskinan di|undangan.
Daerah.
BAB III BAB III Pasal S5 ranpergub tersebut
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI dilakukan penyempurnaan
Pasal 5 Pasal 5 berdasarkan:

1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPKD.

2) Pemantauan dan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang ditetapkan oleh
Gubernur.

3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

evaluasi

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan RPKD.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh TKPKD yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tetap.

a. Angka 78 dan Angka 108
Lampiran II  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,;

dan

b. Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2020 tentang Tata
Kerja dan Penyelarasan

Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia Tim

Koordinasi




NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN

Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kabupaten/Kota.
BAB IV BAB IV Judul bab dan Pasal 6
PEMBIAYAAN PENDANAAN ranpergub tersebut dilakukan
Pasal 6 penyempurnaan berdasarkan:
Pasal 6 Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur |a. Angka 87, Angka 107 dan

ini bersumber dari: Angka 108 Lampiran II
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya | a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan Undang-Undang Nomor 12
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat Tahun 2011 tentang
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; sesuai ketentuan peraturan perundang- Pembentukan Peraturan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; undangan. Perundang-undangan; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. b. Pasal 282 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah.
BAB V 1. Pasal 7 ranpergub tersebut
KETENTUAN LAIN-LAIN disarankan dihapus
Pasal 7 mempertimbangkan:
Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur Rencana Dihapus a. Angka 63 dan Angka 150

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah
belum diundangkan, maka penyusunan Strategi Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada RPJPD
dan mengacu pada RPD.

s.d. Angka 154 Lampiran
II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Perundang-undangan;
dan

b. Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan

dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan

Kabupaten /Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Tetap

Penomoran bab dan pasal
dalam ranpergub tersebut
dilakukan penyesuaian.




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH, Tetap
NANA SUDJANA
Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH Tetap
PROVINSI JAWA TENGAH,
SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN Tetap

NOMOR ...
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